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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa dalam Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT
MDN, di mana Direksi PT Sari Mutiara menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanpa memenuhi prosedur pemanggilan yang sah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Pengabaian kewajiban prosedural tersebut
mengakibatkan terlanggarnya hak fundamental pemegang saham yang berimplikasi
pada ketidakabsahan RUPS serta terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang
menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pertimbangan hakim terkait keabsahan dan kualifikasi Perbuatan
Melawan Hukum (PMH), serta mengkaji konsekuensi hukum dari putusan tersebut
sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Perbuatan Melawan
Hukum (PMH), teori organ, dan teori perlindungan hukum pemegang saham sebagai
pisau analisis terhadap kasus yang tengah diteliti. Data sekunder ini akan dianalisis
dengan teknik deskriptif-analistis, yakni menguraikan dan menganalisis guna
memperoleh objektivitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, dalam Putusan Nomor
315/Pdt/2021/PT MDN hakim membatalkan RUPS-LB 2016 dan 2019 karena
pelanggaran prosedural imperatif atas pengabaian pemanggilan pemegang saham.
Secara normatif dinilai tepat namun kurang komperhensif karena tidak membangun
kontruksi pertanggung jawaban pemanggilan dan dinilai kurang sistematis dalam
merinci unsur Perbuatan Melawan Hukum 1365 KUHPerdata, walaupun seluruh
unsurnya sebenarnya telah terpenuhi. Kedua, ketidakabsahan ini mengakibatkan segala
keputusan rapat, termasuk pengangkatan pengurus-dan’ akta notaris terkait, tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat:” Secara administratif, diperlukan RUPS-LB
lanjutan «untuk “membatalkan pencatatan di 'Kemenkumham. Secata operasional,
perbuatan hukum direksi terhadap pihak ketiga tetapmengikat demi kepastian hukum.
Namun, tindakan yang merugikan perseroan ‘atau ‘dilakukan ‘setelah pengangkatan
dinyatakan batal dapat menjadi tanggung jawab pribadi direksi yang bersangkutan.

Kata Kunci: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Perbuatan
Melawan Hukum, Pemanggilan, Pemegang Saham, Putusan Pengadilan.
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ABSTRACT

This research is motivated by the dispute in Decision Number 315/Pdt/2021/PT MDN,
in which the Board of Directors of PT Sari Mutiara convened an Extraordinary
General Meeting of Shareholders (EGMS) without complying with the lawful notice
procedure as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies and the Company’s Articles of Association. The omission of this procedural
obligation resulted in the violation of the fundamental rights of a shareholder, which
has implications for the invalidity of the EGMS and the fulfillment of the elements of
an Unlawful Act, thereby giving rise to further legal consequences. This research aims
to analyze the judges’ legal reasoning regarding the validity and qualification of the
Unlawful Act, as well as to examine the legal consequences of the decision as a form
of legal protection for shareholders.

The research method used is normative legal research with a statute approach
and a case approach. This research were using Unlawful Act Theory (Perbuatan
Melawan Hukum/PMH), organ theory, and legal certainty theory for the shareholders
to examine the research object in this case. This secondary data will be analyzed using
a descriptive-analytical technique, namely by describing and analyzing it in order to
achieve objectivity.

The vresults of the study show that; Firstly, In Decision Number
315/Pdt/2021/PT MDN, the judges annulled the 2016 and 2019 Extraordinary General
Meetings of Shareholders (EGMS) due to imperative procedural violations regarding
the failure to summon shareholders. While normatively correct, the ruling is
considered less than comprehensive as it fails to construct a liability framework for the
summons process and lacks a systematic breakdown ofithe elements of Tort (Unlawful
Acts) under Article. 1365 of the Indonesian Civil Code, even though all elements were
factually met. Secondly, this invalidity renders all meeting resolutions—including the
appointment of management and related notarial deeds—Ilegally non-binding.
Administratively, a subsequent EGMS"is required to revoke the filings at the Ministry
of Law and Human Rights. Operationally, the Board of Directors' legal actions toward
third parties remain binding for the sake of legal certainty. However, any actions that
harm the company or are conducted after the appointment is declared void may result
in personal liability for the directors concerned.

Keywords: Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB), Unlawful Act,
Invitation, Shareholders, Court Decision.
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam Ilmu Hukum mengenal adanya 2 (dua) subjek hukum, yaitu, manusia (natuurlijk
persoon) dan badan hukum (rechtpersoon). Badan hukum merupakan subjek hukum
dalam arti yuridis, yaitu badan yang diciptakan oleh manusia dan berdasarkan hukum
memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia. Namun, menjadi berbeda dengan
manusia karena badan hukum tidak memiliki perasaan, akal, termasuk hal-hal pribadi

seperti menjadi ahli waris.!

Perseroan Terbatas yang kemudian disebut PT merupakan salah satu contoh
dari badan hukum. PT berbentuk persekutuan untuk menjalankan kegiatan usaha
dengan modal yang terbagi dalam saham-saham. Dikarenakan terdiri dari saham-
saham yang dapat diperjual-belikan, maka perubahan kepemilikan perusahaan dapat
dilakukan tanpa | perlu melakukan | pembubaran ' perusahaan. Disebut sebagai
“perseroan” karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-
saham, kemudian makna ‘terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham

hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya.

! Rahadiyan Veda Mahardika, Bhim Prakoso, dan Iswi Hariyani, Kedudukan Subyek Hukum di
Tinjau dari Hak Keperdataan, (Jember: UM Jember Press, 2022), him. 50.

2 Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015),
hlm. 6.



Sebagai subjek hukum artifisial, PT dalam menjalankan hak dan kewajiban
maupun kegiatan usahanya dilaksanakan oleh Organ Perseroan yang terdiri atas: Rapat
Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) merupakan organ yang menjadi
forum dalam pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan perseroan,
Direksi adalah organ yang bertanggung jawab atas operasional perseroan dan Dewan
Komisaris merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

perseroan oleh Direksi.’

RUPS berbeda dengan organ perseroan lainnya, karena RUPS memiliki
kewenangan eksklusif yang tidak dapat diberikan kepada direktur maupun dewan
komisaris dengan batas-batas yang diberikan oleh UU dan Anggaran Dasar
(selanjutnya disebut AD). RUPS sebagai forum tertinggi dalam pengambilan
keputusan atau kebijakan yang hampir seluruhnya berkaitan dengan eksistensi PT dan
persetujuan dari pemegang saham menjadi penting dalam menentukan keabsahan
RUPS.* Setiap pemegang saham memiliki hak untuk hadir, hak untuk memberikan
suara dalam pengambilan keputusan.dan memiliki pilihan untuk diwakilkan dengan

kuasa. RUPS terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu RUPS tahunarn, yang dilaksanakan 6

3 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris
Perseroan Terbatas (PT), (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009), hlm 6.

4 Sofen Evin Roeshadi Wibowo, “Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu
Perusahaan Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat
Hukum (Studi Kasus : Putusan Kasasi Nomor 1580 K/Pdt/2018)”, Jurnal Visi Sosial Humaniora, Vol.
2.2 (2021), hlm. 307.



enam bulan setelah tahun fiskah berakhir dan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut

RUPS-LB) yang diadakan sewaktu-waktu untuk keperluan tertentu.’

Salah satu agenda dalam RUPS-LB adalah perubahan susunan pengurus,
mencangkup perubahan direksi maupun komisaris akibat adanya keadaan tertentu.
Dalam menyelenggarakan RUPS termasuk RUPS-LB terdapat prosedur tertentu yang
harus dipatuhi, khususnya dalam pemanggilan pemegang saham. Pemanggilan
pemegang saham dilakukan oleh direksi dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari
sebelum pelaksanaan RUPS-LB melalui surat tercatat atau pengumuman surat kabar
harian.® Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -berikutnya disebut UUPT- dan ketentuan
lebih lanjut terdapat di AD masing-masing PT. Pemanggilan RUPS-LB memiliki sifat
imperatif, yang apabila oleh direksi diabaikan akan berimplikasi pada keabsahannya,
RUPS-LB dapat menjadi tidak sah dan segala keputusan yang dihasilkan tidak dapat

berlaku maupun mengikat.’

5 Syafira Nurullia dan Rosewitha Irawaty, “Keabsahan Surat Kuasa dan Prosedur RUPSLB
pada Masa Kekosongan Jabatan Direksi terhadap Ratifikasi Tindakan Mantan Direksi: Analisis Putusan
Nomor 575/PDT/2023/PT SBY”, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5.1 (2024), him. 2.

6 Jalbanur dkk, “Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi”,
Hulu Oleo Law Review, Vol. 8.1 (2024), him. 120.

7 Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe dan Arman Nefi, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/Pdt/2020/Pt.Bdg)”, Indonesia Notary, Vol.
4.1 (2022), hlm. 497.



Dalam keadaan umum, apabila tidak dilaksanakannya pemanggilan RUPS-LB,
para pihak termasuk pemagang saham yang tidak mengetahui adanya penyelenggaran
RUPS-LB, haknya akan dilanggar dan kehilangan untuk memberikan suara dalam
pengambilan keputusan.® Keadaan ini secara konkret terjadi pada Putusan Nomor
671/Pdt.G/2020/PT MDN dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan
Panusunan Yacob Purba selaku Pemegang Saham sekaligus Komisaris sebagai
Penggugat, kemudian di sisi lawan, PT. Sari Mutiara sebagai Tergugat dan Notaris
Cipto Soenaryo sebagai Turut Tergugat. Penggugat merasa haknya telah dilanggar
karena tidak disampaikannya undangan surat tercatat bahwa pada tanggal 29 Oktober
2016 akan diselenggarakannya RUPS-LB yang mengubah susunan pengurus dalam
PT. Sari Mutiara. Pada putusan tingkat pertama, hakim mengabulkan eksepsi Tergugat,
yang membenarkan bahwa Gugatan oleh Penggugat kurang pihak. Hakim menilai
peserlisihan utama hukum Penggugat adalah kepada pihak-pihak pemegang saham
yang melaksanakan RUPS-LB, sehingga seharusnya Penggugat turut menyertakan

para pemegang saham, tidak terbatas hanya pada PT dan notaris.

Penggugat mencoba upaya hukum lanjutan yaitu banding, dengan nomor
putusan 315/Pdt/2021/PT MDN. Pada tingkat banding ini Hakim Pengadilan Tinggi
menilai bahwa masalah utama Penggugat adalah tidak disampaikan kepadanya

undangan surat tercatat RUPS-LB oleh Tergugat selaku direksi yang memiliki

8 Intan Saputri, Rouli Anita Velentina dan Tjhong Sendrawan, “Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Pengadilan
Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/Pt.Dki)”, Indonesian Notary, Vol. 4.1
(2022), hlm. 360.



kewajiban oleh hukum untuk melakukan pemanggilan terhadap seluruh pemegang
saham pada saat akan diselenggarakanya RUPS-LB. Selain itu, keberatan terhadap
tindakan Turut Tergugat yang membuat Akta Berita Acara Rapat PT tanpa

memperhatikan seluruh pemenuhan syarat sah RUPS-LB.

Sehingga, segala tindakan dalam RUPS-LB bukanlah tanggung jawab
pemegang saham, melainkan tanggung jawab direksi sebagai penyelenggara sekaligus
Legal Persona Standi in Judicio (kedudukan hukum dalam pengadilan). Tergugat
membela diri dengan menyatakan bahwa surat undangan surat tercatat sudah
disampaikan melalui jasa ekspedisi surat JNE, akan tetapi bukti tersebut tidak
disampaikan, maka tergugat tidak dapat membuktikan telah melaksanakan
pemanggilan RUPS-LB sesuai dengan ketentuannya. Akibat adanya ketidaksesuaian

prosedur ini berimplikasi pada keabasahan produk RUPS-LB beserta turunannya.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting terkait bagaimana keabsahan
produk hasil RUPS-LB tersebut dan apakah pengabaian yang dilakukan direksi dalam
pemanggilan RUPS-LB dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum
sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, Di samping itu; direksi sebagai organ pengurus
perseroan terikat pada fungsi perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5
UUPT dan terikat pada fungsi operasional sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1)

UUPT.” Kemudian, Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada keabsahan

® Muhammad Rizqy Putra, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan
Melawan Hukum Di Indonesia”, Lex Renaissan, Vol. 6.1 (2021), him. 108.



C.

keputusan yang dihasilkan dalam forum RUPS-LB, tetapi juga berimplikasi terhadap

perlindungan hak-hak pemegang saham yang dirugikan akibat pengabaian tersebut.

Penelitian ini secara khusus akan mengkaji aspek normatif dari prosedur
pemanggilan RUPS-LB oleh direksi, dan menganalisis potensi pemenuhan unsur
Perbuatan Melawan Hukum serta mengevaluasi akibat hukum yang timbul apabila
pemanggilan dilakukan secara tidak sah. Studi terhadap Putusan Nomor
315/Pdt/2021/PT MDN akan digunakan sebagai bahan analisis untuk melihat sejauh
mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum bagi pemegang saham

dalam praktik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan

sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan RUPS-LB serta
kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum-dalam’ Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT
MDN?

2. Bagaimana konsekuensi-hukum Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN terhadap

akta RUPS-LB dan legitimasi perbuatan hukum direksi?

Tujuan dan Kegunaan

l. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sebagai berikut:



a. Menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan RUPS-LB

serta kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor

315/Pdt/2021/PT MDN.

. Menganalisis konsekuensi hukum Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN

terhadap akta RUPS-LB serta legitimasi perbuatan hukum direksi.

2. Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan

ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan

perlindungan hak pemegang saham. Hasil penelitian ini dapat menjadi

referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik dengan isu-isu hukum

perseroan.

Kegunaan Praktis

1) Memberikan wawasan dan pemahaman bagi pemegang saham
mengenai hak-hak mereka dalam proses penyelenggaraan RUPS-LB,
termasuk cara untuk melindungi diri dan menuntut pertanggungjawaban
apabila terjadi pelanggaran prosedur pemanggilan oleh direksi.

2) Bagi Pengadilan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum
dalam memutus sengketa terkait penyelenggaraan RUPS-LB yang tidak
sesuai prosedur, khususnya dalam menentukan keabsahan keputusan

hasil RUPS-LB dan tanggung jawab hukum pihak-pihak terkait.



3) Memberikan panduan praktis kepada para pelaku usaha, notaris, kuasa
hukum, maupun organ perseroan lainnya dalam menjalankan prosedur
penyelenggaraan RUPS-LB secara benar agar menghasilkan keputusan

yang sah dan tidak mudah dibatalkan atau digugat di kemudian hari.
Telaah Pustaka

Telaah pustaka berguna bagi penelitian karena peneliti dapat menguraikan teori, bahan
serta temuan yang relevan dengan isu yang tengah diteliti dari penelitian terdahulu,

sekaligus berfungsi untuk mencegah adanya duplikasi penelitian. '

Adapun penelitian yang digunakan sebagai telaah pustaka terbagi menjadi 2
(dua) fokus. Pertama, menyoroti pelaksanaan RUPS atau RUPS-LB yang melawan
hukum, penelitian ini dilakukan oleh: Erica Dwi, Josephine dkk., Hana & Togi dan
Gabriel & Arif. Kedua, fokus penelitian yang menekankan pada keabsahan RUPS atau
RUPS-LB, oleh: Ferry Ramadhan, Sofan Evin, dan Intan dkk. Hasil penelitian

sebelumnya dapat diuraikan ‘sebagai beérikut:

Penelitian oleh Erica Dwi Syabrina pada Skripsi UIN Syarif Hidayatullah yang
berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap  Pemberhentian" Sepihak Direksi Perseroan
Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham". Memperoleh hasil penelitian

bahwa, apabila pada RUPS dilakukannya pemberhentian direktur secara lisan,

10 Muannif Ridwan dkk, “Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah”,
Jurnal Masohi, Vol. 2.1 (2021), hlm. 43.



sewaktu-waktu dan tanpa menyebutkan alasan serta direktur tidak diberikan
kesempatan untuk membela diri merupakan pelanggaran dalam UUPT yang

dikualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum.'!

Penelitian oleh Josephine Koeswoyo, Hasim Purba, dan Mahmul Siregar dalam
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik yang berjudul "Perbuatan Melawan
Hukum dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-
LB) oleh Ahli Waris yang tidak Berwenang Atas Saham Perseroan (Analisis Kasus
RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop En Bouw Maatschappy)". Mengkaji perbuatan
melawan hukum dalam penyeleggaraan RUPS tanpa mengundang seluruh pemagang
saham, dalam hal ini adalah ahli waris dari pemegang saham. Hasil dari penelitian ini
adalah ahli waris yang sah dari pemegang saham merupakan bagian dari pihak yang
berwenang menghadiri RUPS. maka, apabila tidak diundangnya ahli waris tersebut
dapat dikatakan pelaksanaan RUPS tersebut melawan ketentuan hukum karena tidak
menyertakan seluruh pemegang saham dan dapat dianggap cacat procedural sehingga
tidak sah.Disayangkan.di dalam penelitian ini tidak.umenjelaskan-dengan komprehensif
unsur-unsur PMH serta asas-asas yang dijadikan pisau analisisnya. Selain itu, antara
judul dengan isi penelitiannya terasa kontradiktif. judul penelitian menyebutkan "oleh

ahli waris yang tidak berwenang", sedangkan hasil penelitiannya ini membahas

"' Erica Dwi Syabrina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberhentian Sepihak Direksi
Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham" Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, (2023)
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mengenai ahli waris yang berwenang atas saham pewarisnya namun tidak diikut

sertakan dalam RUPS.!?

Penelitian oleh Hana Patricia Malarissa dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan
dalam Jurnal Lex Patrimonium yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Yang
Dilakukan Perseroan Terbatas Terkait Dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)". Penelitian ini menjelaskan
bahwa tidak kesesuaian prosedur pemanggilan RUPS-LB tidak serta merta
menjadikannya sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila memang
terdapat keadaan memaksa di dalamnya. Keadaan memaksa dapat dinilai sebagai
alasan pembenar yang menjadikan tindakan direksi dinilai sebatas cacat prosedur

bukan sebuah PMH.!?

Penelitian oleh Gabriel Sibtua Sianturi dan Arif Wicaksana dalam Jurnal llmu
Hukum, Humaniora dan Politik dengan judul "Analisis Yuridis Penyelenggaraan
RUPSLB PT KTI Yang Diduga Dilakukan Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pn
No 236/Pdt.G/2019/Pn Bdg Jo Pt No 484/Pdt/2020/Pt Bdg)". Hasil penelitian ini

menunjukan RUPS-LB, menjadi-Perbuatan Melawan.-Hukum apabila tidak melibatkan

12 Josephine Koeswoyo, Hasim Purba, dan Mahmul Siregar, "Perbuatan Melawan Hukum
dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) oleh Ahli Waris yang
tidak Berwenang Atas Saham Perseroan (Analisis Kasus RUPS-LB NV. Javasche Bioscoop En Bouw
Maatschappy)" Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 5.3 (2025), hlm. 1974-1985.

13 Hana Patricia Malarissa dan Togi Marolop Pradana Pangaribuan, “Perbuatan Melawan
Hukum Yang Dilakukan Perseroan Terbatas Terkait Dengan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan)", Lex Patrimonium, Vol. 4.1 (2025), hlm. 1-
15.
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pemegang saham mayoritas yang menyebabkan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran
dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUPT. Hal ini menunjukkan
bahwa ketidakpatuhan terhadap mekanisme hukum dalam forum RUPS dapat

merugikan pihak tertentu dalam PT.!4

Penelitian oleh Fery Ramadhan pada Tesis Universitas Islam Sultan Agung
yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberhentian Sepihak Direksi
Perseroan Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham”. Menerangkan bahwa
RUPS tidak dapat diselenggarakan atau mencapai kesepakatan bilamana PT dimiliki
oleh 2 (dua) pemegang saham berimbang yang memiliki kepentingan berbeda, ini
disebabkan tidak akan terpenuhinya kuorum sebagaimana diatur dalam UUPT.
Pengadilan juga dapat membubarkan PT tersebut apabila terjadi deadlock karena
kepentingan pemegang saham yang berbeda, sehingga PT tersebut tidak dapat

menjalankan kegiatan usahanya. '

Penelitian oleh Sofen Evin Roeshadi Wibowo. Artikel dalam Jurnal Visi Sosial
Humaniora yang berjudul "Analisis “Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu

Perusahaan yang Disebabkan oleh Keputusan Rapat-Umum Pemegang Saham Luar

14 Gabriel Sibtua Sianturi dan Arif Wicaksana dengan judul "Analisis Yuridis Penyelenggaraan
Rupslb Pt Kti Yang Diduga Dilakukan Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pn No
236/Pdt.G/2019/Pn Bdg Jo Pt No 484/Pdt/2020/Pt Bdg)" Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 6.4
(2024), him. 1626-1638.

15 Fery Ramadhan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberhentian Sepihak Direksi Perseroan
Terbatas Melalui Rapat Umum Pemegang Saham" Tesis Magister Universitas Islam Sultan Agung,
(2023).
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Biasa yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 1580 K/Pdt/2018)".
Penelitian ini menguraikan bahwa cacat hukum dalam RUPS-LB terjadi karena
pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUPT dan Anggaran Dasar, seperti penggunaan
surat kuasa yang tidak sesuai peruntukannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
pelaksanaan RUPS-LB yang tidak sesuai prosedur hukum menimbulkan akibat hukum

berupa pembatalan keputusan RUPS-LB secara keseluruhan. '®

Penelitian oleh Intan Saputri, Rouli Anita Velentina, dan Tjhong Sendrawan
dalam Jurnal Indonesian Notary yang berjudul "Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tanpa Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan
Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 220/Pid/2020/Pt.Dki)".
Memfokuskan pada pertanggungjawaban notaris selaku pihak yang membuat akta
autentik dalam RUPS tanpa memperhatikan keabsahan prosedur dari RUPS itu sendiri.
Hasilnya, bentuk pertanggung jawaban oleh notaris adalah dengan pengenaan sanksi
administratif berupa teguran atau peringatan dari Majelis Pengawas Notaris. Kemudian
upaya yang. dapat dilakukan untuk. membatalkan RUPS-.sebelumnya adalah
melaksanakan "RUPS kembali atau mengambil keputusan sirkuler dalam agenda

pembatalan RUPS sebelumnya.'”

16 Sofen Evin Roeshadi Wibowo, “Analisis Yuridis Pembatalan...” hlm. 305-319.

17 Intan Saputri, Rouli Anita Velentina dan Tjhong Sendrawan, “Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham...”, hlm. 356-371.
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Penelitian-penelitian yang telah diuraikan cenderung memiliki fokus kajian
yang terbatas pada satu aspek spesifik, yaitu sebagian penelitian hanya menjelaskan
unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sementara sebagian lainnya hanya
mengkaji keabsahan RUPS atau RUPS-LB. Penelitian ini menjadi berbeda dengan
sebelumnya karena penulis bermaksud mengintegrasikan beberapa aspek kajian,
antara lain penerapan unsur-unsur PMH terhadap pengabaian pemanggilan RUPS-
LB oleh direksi, serta konsekuensi hukum terhadap keabsahan putusan RUPS-LB
dengan penjabaran lebih lanjut bahwa tidak absahnya RUPS-LB yang cacat
merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Perbedaan
signifikan juga terletak pada subjek hukum yang diteliti, yakni kesalahan direksi
merupakan kesalahan PT karenanya PT menjadi pihak yang digugat dan direksi

yang mewakilinya, sebagaimana pengejawantahan teori organ.

Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) teori hukum utama yang saling berkelindan
untuk mengkualifikasikan tindakan Direksi, menganalisis keabsahan RUPS-LB, serta

untuk menilai perlindungan-hukum bagi pemegang saham yang dirugikan.

1. Teori Organ Badan Hukum
Teori Organ memandang bahwa keberadaan badan hukum dengan manusia
sebagai subjek hukum adalah sama dalam tata hukum. Badan hukum menjelma
nyata dalam pergaulan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukumnya

sendiri, sehingga, badan hukum bukanlah subjek hukum khayalan sebagaimana
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dikatakan dalam teori fiksi.!® Badan hukum dapat disebut sebagai verband
personlichkeit, yakni, dalam menjalani kehendaknya sebagai subjek hukum
menggunakan perantaraan organ-organ dari badan itu sendiri, misalnya
pengurus atau anggota-anggotanya dalam suatu badan hukum, layaknya
manusia yang menghendaki untuk menulis menggunakan organnya yang
bernama tangan, atau ketika ingin mengucap menggunakan mulutnya. Oleh
karenanya, menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu yang abstrak,
namun memang ada nyatanya, bukan juga suatu kekayaan (hak) yang tidak
bersubjek, namun sesuatu riil yang dapat bekerja dan hidup seperti manusia.
bagaimana badan itu berfungsi sama dengan fungsinya manusia.”

Dengan adanya organ, suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan
untuk dan atas nama badan hukum itu sendiri.’’ Badan hukum sebagai subjek
hukum memiliki konsukuensi untuk melakukan perbuatan hukum. Dikatakan
layaknya manusia yang melakukan kehendaknya melalui organ-organnya,
maka dalam konteks' PT 'yang merupakan ‘badan hukum, pelaksanaan

kehendaknya melalui direksi sebagai organ perseroan yang memiliki peran

'8 Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum
Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 4.

19 Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019), him. 102.

20 Abigail Prasetyo, “Kedudukan Organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Badan
Hukum Perseroan Perorangan”, Jurist Diction, Vol. 6.3 (2023), hlm. 387.
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mengoperasionalkan perseroan.?! Apa yang diputus dan ditentukan oleh organ
peseroan maka menjadi kehendak PT. Organ perseroan ini terdiri dari RUPS,
Direksi dan Dewan Komisaris.

Aplikasi teori ini dalam penelitian adalah menjadi alat analisis bahwa
tindakan direksi dalam melaksanakan atau mengabaikan pemanggilan RUPS-
LB merupakan tanggung jawab badan hukum secara keseluruhan karena dalam
teori ini direksi dianggap sebagai organ yang satu dengan badan hukum.
Dengan demikian, direksi sebagai organ yang bertindak dalam perseroan maka
akan mewakili perseroan apabila dalam tindakannya ia lalai.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu
onrechtmatige daad, sementara bahasa Inggris menyebutnya dengan 'tort'.
terdapat beberapa ahli yang mengartikan berbeda, ada yang mengartikan
sebagai 'melawan' ada juga yang menyebut 'melanggar’. Penerjemahan dengan
menggunakan 'perbuatan’ melawan. hukum'dinilai’ lebih tepat, dari pada
penyebutan 'perbuatan melanggar hukum'.. Hal ‘ini didasari beberapa alasan,
diantaranya, istilah'melawan dapat menggambarkan perbuatan aktif dan pasif,
Selain itu, dalam aspek substantif istilah melawan lebih luas dibandingkan

istilah melanggar. Lebih jelasnya, kata melawan dapat berupa Tindakan yang

21 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perseroan di Indonesia, (Bandung: Penerbit Nusa Media,
2018), him. 26
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terjadi karena kelalaian atau kesengajaan, sedangkan kata melanggar hanya
terbatas pada kesengajaan.??

Kata 'perbuatan' dalam hal perbuatan melawan hukum dapat berupa,
Nonfeasance, yaitu perbuatan yang diwajibkan oleh hukum tapi tidak
dilakukan, Misfeasance, yaitu melakukan perbuatan yang wajib dilakukan tapi
tidak sebagaimana mestinya, terakhir, Malfeasance, yaitu melakukan suatu
perbuatan tanpa hak. Sebuah perbuatan yang dianggap perbuatan melawan
hukum tidak terbatas pada perbuatan aktif, yakni melakukan sesuatu yang
dilarang oleh hukum, akan tetapi perbuatan pasif, yakni dengan tidak
melakukan apapun yang menjadi kewajibannya juga merupakan Perbuatan
Melawan Hukum.?

Definisi Perbuatan Melawan Hukum sejatinya tidak diatur secara khusus
dalam KUHperdata. Perbuatan Melawan Hukum ada Ketika timbul kerugian
akibat perbuatan yang melawan hukum. di dalam Pasal 1365 memberikan
ketentuan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang atas

perbuatan itu timbul kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut wajib

22 Dwi Alfianto, Ali Ridho dan Geraldo Valento Wijaya, “Pertanggungjawaban Perdata dan
Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum”, Jurnal Pengabdian
Masyarakat, Vol. 4.6 2024, hlm. 494.

23 Gisni Halipah dkk, “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks
Hukum Perdata”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16.1 2023, him. 140.
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memberikan ganti rugi kepadanya. Perbuatan Melawan Hukum yang dimuat
dalam KUHPerdata harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:**
1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Memiliki hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian

Teori Perbuatan Melawan Hukum ini digunakan untuk menganalisis apakah
tindakan direksi yang tidak melakukan pemanggilan RUPS-LB sesuai prosedur
merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.
Selanjutnya dalam penelitian ini, penggunaan istilah Perbuatan Melawan
Hukum akan disebut PMH.

3. Teori Perlindungan Hukum Pemegang Saham

Satjipto Raharjo mengartikan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu
bentuk usaha untuk menjaga' kepentingan individu dengan memberikan hak
asasi ‘atau kewenangan tertentu agar ia dapat bertindak demi melindungi
kepentingannya.” " Kemudian,. Sudikno. Meértokusumo turut memberikan

pendapat bahwa hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap

24 Deny Haspada, “Tuntutan hukum secara perdata berupa ganti rugi dalam perbuatan melawan
hukum”, Jurnal llmiah Hukum, Vol. 4.1 (2025), him. 100-101.

25 Tim Hukum Online, “Teori-teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, Hukum Online,
(https://short-link.me/130Cn, diakses pada 12 Juli 2025)



https://short-link.me/13oCn
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kepentingan manusia. Namun, kepentingan manusia ini kerap kali diganggu
dengan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat berupa ketika seorang
subjek hukum tidak melaksanakan kewajibannya atau melukai hak-hak dari
subjek hukum lainnya. Hak-hak dari subjek hukum yang dilukai ini yang
menjadi sasaran untuk diberikan perlindungan hukum.?

Perlindungan ini dapat berupa hak untuk mengajukan gugatan karena
merasa dirugikan atau mengajukan pembatalan terhadap keputusan yang

1.?7 Terkhusus pemegang saham

dianggap tidak medapat persetujuan yang adi
pada PT diberikan perlindungan hukum yang diatur dalam UUPT, diantaranya:
pemegang saham dapat mengajukan gugatan kepada PT, saham dapat dibeli
kembali oleh PT dengan harga yang wajar, dan pemegang saham memiliki hak
untuk mengajukan permohonan pemeriksaan PT.?® Teori perlindungan hukum
ini menjadi fungsi hukum untuk memberikan suatu kemanfaatan, keadilan,

kepastian, ketertiban dan kedamaian.?

26-Ronald Saija, Perspektif Dimensei Hukum Dagang di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit
Deepublish Digitaly 2024), hlm,265.

27 Resheldy Putri Adiwinata, Putro Hutomo, dan Yuliana Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi
Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups)
Dalam Perseroan Terbatas™, Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 4.11 (2025), hlm.
8335.

28 Bhirawa Jayasidayatra Arifi, “Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham PT”,
Hukum Online, (https:// www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-perlindungan-hukum-terhadap-
pemegang-saham-pt-cl1017/, diakses pada 27 Juli 2025)

2 Terebus, Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan dalam Membayar Upah
Dibawah Upah Minimum dalam Perspektif Keadilan Restoratif, (Bali: Penerbit Intelektual Manifes
Dunia, 2023), hlm. 48.


https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-saham-pt-cl1017/
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Dilanggarnya hak dan wewenang pemegang saham ketika
dilewatkannya pemanggilan RUPS-LB menjadi objek teori perlindungan
hukum ini. Teori ini akan mengkaji apakah pemegang saham telah
mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran prosedur pemanggilan
RUPS-LB dan sejauh mana Putusan No.315/Pdt/2021/PT MDN mencerminkan

prinsip perlindungan hukum bagi pemegang saham.

F. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dalam proses
penelitiannya mengkaji atau meneliti asas hukum, prinsip hukum, doktrin
hukum, norma, aturan dan kepustakaan lainnya untuk menemukan jawaban atas
permasalahan yang tengah diteliti.> Dalam penelitian ini menggunakan asas
hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum dalam menjawab kualifikasi
pengabaian direksi dalam pemanggilan RUPS-LB serta menggunakan norma
hukum dan aturan dalam menjawab keabsahan produk cacat prosedur.

Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah kepustakaan yang mana memiliki beberapa
ciri utama, yakni peneliti tidak berhadapan dengan pengetahuan langsung,

melainkan terbatas pada teks atau data, kemudian, data pustaka merupakan data

30 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global

Media, 2024), hlm. 29.
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sekunder karena peneliti mendapatkan data dari tangan kedua bukan data
orisinalitas dari tangan pertama yang berada di lapangan, terakhir data pustaka
tidak terkekang oleh ruang dan waktu karena informasinya tetap.’! Dengan ini
penelitian peneliti bersifat kepustakaan karena menggunakan kepustakaan
berupa teks atau data yang relevan.

Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan
undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan
perundang-undangan ataupun regulasi yang memiliki keterikatan terhadap isu
hukum yang diangkat. Pendekatan kasus dilakukan dengan penelusuran kasus-
kasus yang bersangkut paut yang telah menjadi putusan berkekuatan hukum
tetap. Peneliti menggunakan UUPT dan KUHPerdata serta beberapa putusan
dengan kasus serupa dalam melakukan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam_ pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif ini, Soejano
Soekanto menyebutkan menggunakan data sekunder/atau data kepustakaan,
sedangkan Peter Mahmud menggunakan istilah bahan hukum. Pada pokoknya

bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari 3 (tiga) tingkatan,

hlm. 4-5.

31 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),
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yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum atau
tersesier.>
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer didasarkan pada peraturan perundangan, risalah
resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Dalam hal ini
penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran
Dasar PT Sari Mutiara, dan Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan lebih
lanjut terhadap bahan hukum primer yang didapatkan dari literatur yang
berhubungan dengan isu hukum peneliti, baik berupa artikel website, artikel
dalam jurnal, buku dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan penelitian 'yang ‘'memberikan interpretasi' terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum  sekunder. Bahan hukum /ini dapat berupa
ensiklopedia, kamus bahasa dan'’kamus hukum,
5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif-

analitis. Teknik deskriptif akan menguraikan, mengklasifikasikan objek

32 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, Metodologi Riset Hukum, (Palur: Oase
Pustaka, 2020), him. 40-41.



22

penelitian dalam bentuk naratif, yang kemudian oleh teknik analitis akan diulas
dan analisis dalam rangka memperoleh objektivitas. Singkatnya teknik ini
dilakukan dengan cara menguraikan dan menganalisis.*> Dalam sudut
deskriptif akan dipaparkan bagaimana prosedur pemanggilan yang patut dan
bagaimana kronologi kasus, yang kemudian dalam sudut analitis akan dianalisis
mengenai keabsahan produk cacat prosedur tersebut melalui teori-teori dan

aturan hukum yang berlaku.
Sistematika Pembahasan

Guna menjadi acuan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis memberikan

uraian pokok yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode
penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini menjelaskan dasar permasalahan

dilakukannya penelitian:

Bab Kedua memuat tinjauan dan’ deskripsi umum terkait teori perlindungan
pemegang, organ perseroan dan Perbuatan Melawan Hukum. Awalan bab akan
membahas mengenai teori perlindungan pemegang saham dengan sedikit komparasi
perlindungan pemegang saham antara common law dan civil law. Selanjutnya pada

uraian teori organ peseroan akan dibahas mengenai teori organ itu apa beserta

33 Akhif Kilmiyah, Penelitian Metode Kualitatif, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2016),
hlm 149-150.
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penjelasan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ persroan. Terakhir
pada uraian PMH akan dijelaskan mengenai pengertian, klasifikasi perbuatan dan

unsur-unsur PMH.

Bab Ketiga mendeskripsikan objek penelitian berupa profil PT Sari Mutiara dan
Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT MDN. Awalan bab akan menguraikan perbandingan
struktur pengurus berdasarkan akta pendirian dengan struktur pengurus pasca RUPS-
LB 2016, menjelaskan pengaturan RUPS terhadap PT tertutup, yakni PT. Sari Mutiara
dan menguraikan beberapa Pasal dalam anggaran dasar. Kemudian mengenai putusan
akan dipaparkan para pihak, kasus posisi, dan pertimbangan hukum yang digunakan
oleh hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding. Terakhir, akan menyajikan

mekanisme pemanggilan RUPS-LB.

Bab keempat, Analisis Kasus berisi penerapan teori terhadap Putusan Nomor
315/Pdt/2021/PT MDN. Dalam bab ini akan menganalisis pertimbangan hakim yang
menyatakan direksi mewakili perseroan melakukan pemanggilan RUPS-LB yang akan
diuji dengan teori organ serta pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum
dalam pengabaian pemanggilan., Terakhir mengenai, -konsekuensi hukum pasca

putusan tersebut terbit.

Bab Kelima Penutup memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah
dan saran normatif serta praktis untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan

bagi pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pertimbangan hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 315/Pdt/2021/PT
MDN fokus sepenuhnya pada aspek prosedural normatif sebagaimana Pasal 79,
81, dan 82 UUPT serta Pasal 9 Anggaran Dasar. Hakim menilai bahwa
pemanggilan pemegang saham melalui surat tercatat adalah kewajiban
imperatif yang gagal dibuktikan oleh Tergugat sehingga RUPS-LB 2016 dan
2019 diputus tidak sah dan batal demi hukum. Pertimbangan hakim benar
secara normatif namun belum secara komprehensif karena hakim kurang
membangun kontruksi pertanggung jawaban pemanggilan pemegang saham
dan memutus amar Perbuatan Melawan Hukum tanpa merinci pemenuhan
unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata secara sistematis. Meskipun, dalam
analisis ini telah terpenuhinya seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum
berupa adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian dan kausalitas.
Ketidakabsahan keputusan RUPS-LB membawa konsekuensi hukum segala
hasil rapat termasuk pengangkatan pengurus baru menjadi tidak mengikat. Hal
ini berimplikasi pada hilangnya kekuatan hukum akta otentik yang dibuat oleh
Notaris, karena risalah rapat tersebut lahir dari prosedur yang cacat hukum
Secara fisik akta tersebut masih tercatat dalam Kemenkumham sehingga perlu

prosedur lanjutan berupa RUPS-LB untuk membatalkan keputusan
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sebelumnya. Selanjutnya perbuatan hukum yang dilakukan direksi sebelum
adanya putusan pembatalan tetap mengikat perseroan demi kepastian hukum
pihak ketiga, namun perbuatan hukum yang bertentangan dengan anggaran dan
membawa kerugian bagi perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi
direksi serta segala tindakan yang dilakukan setelah pengangkatannya
dinyatakan batal menjadi tidak sah dan turut menjadi tanggung jawab pribadi

direksi yang bersangkutan.

Bagi Pengurus Perseroan, dalam setiap penyelenggaraan RUPS wajib
memastikan pemanggilan dilakukan secara sah, patut, dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 79, Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (2) UUPT serta
Anggaran Dasar Perseroan. Kepatuhan terhadap prosedur pemanggilan tidak
boleh dipandang sebagai formalitas belaka, melainkan sebagai instrumen
perlindungan hak-hak fundamental pemegang saham, guna mencegah potensi
pembatalan keputusan RUPS dikemudian hari. Selainitu, Pengurus harus lebih
memastikan segala-perubahan yang menyangkut-PT. tersampaikan kepada
seluruh pihak yang terkait. Ini demi mencegah adanya kesalahpahaman yang
berlarut-larut yang akan turut berpengaruh pada seluruh perbuatan hukum yang
telah terjadi.

Bagi Perseroan Terbatas, perlu dilakukan evaluasi internal dan penguatan

mekanisme tata kelola perusahaan (good corporate governance), khususnya
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terkait fungsi dan tanggung jawab organ perseroan. Mengingat direksi
bertindak sebagai organ perseroan, setiap pelanggaran prosedural yang
dilakukan oleh direksi berimplikasi langsung pada tanggung jawab hukum
perseroan, sehingga pengawasan oleh komisaris dan penerapan prinsip kehati-

hatian menjadi krusial untuk menjamin keabsahan setiap keputusan korporasi.
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